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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2 0 1 4  t e n t a n g  Pengelo laan B a r a n g  M i l i k
Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah telah membawa dampak yang sangat besar dalam
pelaksanaan pengelolaan barang m i l i k  daerah, sehingga
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah
bertentangan dengan kedua peraturan tersebut sehingga
perlu dicabut;
bahwa berdasarkan Keputusan Menter i  D a l a m  Neger i
Nomor 188.34-5680 Ta h u n  2 0 1 6  ten tang  Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang M i l i k  Daerah,
sehingga Peraturan Daerah tersebut t idak memiliki dasar
hukum sehingga perlu dihentiikan dalam peredarannya;
bahwa pert imbangan h u r u f  a  d a n  h u r u f  b ,  p e r l u
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang N o m o r  5 1  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 11  Ta h u n  2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,  Kabupaten
Morowali, dan  Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Repub l ik  Indonesia Ta h u n  2 0 0 0  N o m o r  7 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1  3 9 6 6 ) ;

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun.
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Repub l ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor  2 7  Ta h u n  2 0 1 4  tentang
Pengelolaan Barang Mi lk  Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  92 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun  2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mil ik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN D A E R A H  T E N TA N G  PENCABUTAN A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7  TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal 1

1  M e n c a b u t  d a n  menyatakan t i d a k  ber laku  a t a s  Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7  Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah Kabupaten Banggai

I K e p u l a u a n  (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2009 Nomor 7).
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  menge tahu inya ,  m e m e r i n t a h k a n
pengundangan Peraturan Daerah i n i  dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupa ten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 November 2016

Pj. BUPATI BANG K E P U L A U A N ,

•

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

111 (-1-• S E T

SUDIRMAN SALOTAN

M. FAI A N G

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 67,04/2016
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TA H U N  2016

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. U M U M

Berlakunya Pera tu ran  Pemer in tah  N o m o r  2 7  Ta b u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pengelolaan Barang  M i l i k  Negara/Daerah d a n  Peraturan Menter i  D a l a m
Negeri Nomor 19 Ta h u n  2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang M i l i k
Daerah te lah  membawa dampak  yang  sangat  besar  d a l a m  pelaksanaan
pengelolaan barang m i l i k  daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Mi l ik
Daerah t e l a h  ber tentangan dengan  k e d u a  pe ra tu ran  te rsebu t  sehingga
perlu dicabut.

berdasarkan Kepu tusan  Men te r i  D a l a m  Neger i  N o m o r  188 .34-5680
Tahun 2 0 1 6  ten tang  Pembatalan Peraturan Daerah  Kabupaten  Banggai
Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Mi l i k  Daerah,
sehingga Peraturan Daerah tersebut t idak memi l ik i  dasar h u k u m  sehingga
perlu dihenti ikan dalam peredarannya.

II. P A S A L  DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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